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KATA PENGANTAR 

 

Dengan Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas Kasih 

Sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Penulis mengucapkan rasa 

syukur kehadirat-Nya seraya mengucapkan puji bagi Allah Tuhan semesta alam, 

dengan terselesaikannya disertasi yang merupakan salah satu persyaratan akademik 

guna memperoleh gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Program 

Pascasarjana Universitas Pelita Harapan (UPH). 

Penulis tertarik untuk menulis Disertasi terkait pembatalan putusan lembaga 

arbitrase oleh pegadilan di lingkungan Mahkamah Agung (MA) dikarenakan 

pengalaman penulis sebagai Advokat dan juga sebagai Arbiter di Indonesia. 

Penulis melihat berbagai putusan pengadilan yang membatalkan putusan 

lembaga arbitrase bahkan dalam beberapa kasus, pengadilan kembali memeriksa 

kasus tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan biaya tambahan (extra cost)  

bagi pencari keadilan. Arbitrase merupakan perjanjian dengna konsep Final and 

binding. Ketika seseorang atau badan hukum memilih untuk mengadakan 

perjanjian dengan pilihan penyelesaian sengketa arbitrase, seharusnya yang 

bersangkutan telah menyadari konsep final and binding dari pihannya tersebut. 

Selanjutnya Pengadilan atau pihak lain juga menyadari dan menghormati pilihan 

tersebut, serta berusaha melindungi pilihan tersebut. 

Proses penyusunan disertasi ini sempat mengalami kevakuman, mengingat 

usia penulis yang sudah tidak muda lagi. Akan tetapi karena dorongan dan motivasi 

dari istri tercinta, saudara-saudara dan sahabat-sahabat terdekat serta nasehat dan 

saran para pembimbing maka dengan Penulis dapat kembali berusaha untuk dapat 

menyelesaikan disertasi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian disertasi ini telah 

melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

perorangan maupun lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian penyusunan disertasi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis 

ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang 

penulis hormati: 

Pertama, Penulis hendak mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada Bapak  Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. selaku Promotor, Bapak Prof. Dr. 

Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. selaku Kopromotor. Tanpa bantuan dan 



vii 

 

dukungan dari mereka, mustahil penulis akan menyelesaikan Disertasi ini. 

Promotor dan Kopromotor dengan kepakaran yang melekat telah meluangkan 

waktu dan memberikan kontribusi bagi terwujudnya disertasi ini. Melalui mereka 

berdua dengan kesabaran, perhatian dan keikhlasannya telah memberikan 

dorongan, koreksi dan saran maupun penyajian isi disertasi secara keseluruhan. 

Kedua, Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Penguji Disertasi 

ini, yaitu Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M.,  Prof Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, 

S.H., M.A., Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M., Dr. Jonker Sihombing SH, MH, MA, 

dan Dr. Ibrahim SH MH, LL.M., atas segala masukan dan kritik yang membangun 

sehingga penulis dapat memperbaiki dan meningkatkan kemampuan menulis 

akademik dari Disertasi ini. Penulis merasakan tambahan cakrawala hukum 

terutama di bidang penulisan hukum, akademik hukum, metodologi dan lain 

sebagainya yang telah membuka cakrawala/pandangan, mendorong munculnya 

gagasan, ide-ide pembaharuan khususnya dalam bidang hukum, khususnya 

Arbitrase. Untuk itu penulis menghaturkan penghormatan dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih dengan iringan doa “semoga 

amal baik Bapak Ibu sekalian diterima dan mendapat balasan dari Allah Yang Maha 

Kasih, Maha Sayang dan Maha Pemurah”. 

Ketiga, kepada Ketua Program Studi yaitu Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., 

LL.M., Kepada Dekan, yaitu Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H. dan kepada staf 

pasca sarjana Fakultas Hukum UPH khususnya Melina Siallagan atas segala 

bantuan, informasi dan penjelasan mengenai akademik di UPH, penulis hendak 

menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya. 

Keempat, Istri penulis tercinta yaitu  Tuti Nusandari Roosdiono (Tuti 

Roosdiono) dan anak beserta cucu dari penulis. Cinta kasih kalian sangat besar 

kepada saya, dan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kasih tersebut. 

Kelima, teman-teman seprofesi sebagai Advokat, khususnya di kantor 

Roosdiono and Partners, dimana penulis bekerja yang selama ini, Mereka sudah 

penulis anggap sebagai saudara dan teman Terimakasih atas pemahamannya, 

pengertiannya, dukungan dan harapan serta doa yang teman-teman panjatkan pada 

saat penulis menempuh studi pada program S3 di UPH hingga lulus. 

Keenam, rekan-rekan penulis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia 

(BANI). Terimakasih atas diskusi yang baik dan tambahan ilmunya. 

Ketujuh, ayahanda Penulis dan ibunda penulis yang telah memberikan 

dasar-dasar utama yang sangat penting dalam pembentukan karakter pada penulis 

serta motivasi yang kuat khususnya ibunda beliau merupakan guru besar penulis, 

yang setiap saat pesan-pesan dan wejangannya senantiasa penulis ingat dan penulis 
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ucapkan dalam mengisi aktivitas keseharian. Begitu juga kepada mertua ayahanda  

(almarhum) dan ibunda penulis yang senantiasa memberikan nasehat, dorongan, 

doa kepada penulis sekeluarga dalam kesempatan ini penulis iringkan dan 

panjatkan doa kepada beliau. “Robbighfirlii waliwaalidaiya warkhamhumaa 

kamaa robbayaanii shoghiiroo” (Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosaku 

dan dosa kedua orang tuaku dan kasihanilah keduanya/beliau sebagaimana mereka 

mengasihiku sejak aku kecil). 

Kedelapan, saudara-saudara penulis abang saya, dan adik-adik saya, Penulis 

betul-betul menghaturkan terima kasih, atas dorongan/dukungan yang tiada henti 

serta doanya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan studi S3 program Doktor di 

UPH. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan tugas akhir yang berupa 

disertasi ini laksana setetes air yang jatuh dalam luasnya samudra, permasalahan 

dan carut marutnya kepastian hukum di Indonesia khususnya Kepastian Putusan 

Lembaga Arbitrase masih belum sesuai dengan konsep ideal. Penulis berharap 

semoga disertasi ini dapat sedikit memberikan manfaat bagi para praktisi Hukum 

dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Arbitrase di 

Indonesia serta dapat dijadikan salah satu rujukan bagi peneliti atau penulis karya 

ilmiah lainnya. Akhir kata penulis berbesar hati apabila para pembaca sudi 

memberikan kritik, saran dan masukan dalam rangka proses penulisan dan 

penelitian berikutnya. 

 

Jakarta, Desember 2019 

Penulis 

Anangga Wardhana Roosdiono 
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